Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Harapkan
Pembangunan Infrastruktur Tabalong Jadi Skala Prioritas

Sumber gambar:
https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/248045/komisi-iii-dprd-kalsel-harapkan-

pembangunan-infrastruktur-di-tabalong-jadi-skala-prioritas

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan lbu Kota Negara (IKN)
Nusantara, pembangunan di Kabupaten Tabalong terus mendapat perhatian serius dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel),
khususnya Komisi 111 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

Komisi |1l Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan
(Kalsel) mengharapkan pembangunan infrastruktur di Tabalong atau kabupaten paling
utara di Kalsel tersebut menjadi skala prioritas.

Ketua Komisi Il H Sahrujani atau yang akrab dengan sapaan Haji Jani
mengemukakan harapan tersebut ketika rombongan Komisinya bertemu dengan DPRD
"Bumi Saraba Kawa" Tabalong di Tanjung (237 km utara Banjarmasin) ibukota
kabupaten itu, Selasa.

Haji Jani atau politikus senior Partai Golkar itu menyatakan, harapannya tersebut
cukup beralasan, karena Bumi Saraba Kawa Tabalong berbatasan langsung dengan
Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi tempat Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan
Timur.
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"Oleh karenanya pembangunan infrastruktur Bumi Saraba Kawa Tabalong harus
menjadi perhatian dan skala prioritas,” tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel
V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut.

Pasalnya menurut dia, jika infrastruktur tidak memadai akan sulit berhubungan
atau memasok logistik kepentingan IKN.

"Sementara Kalsel dan Bumi Saraba Kawa Tabalong sebagai gerbang,. sekaligus
penyangga pangan ataupun kebutuhan logistik lainnya dari IKN nanti,” ujar Haji Jani.

Kunjungan kerja (kunker) Komisi IIl DPRD Kalsel ke Bumi Saraba Kawa
Tabalong untuk melakukan monitoring pembangunan infrastruktur terutama jalan di
kabupaten yang berbatasan dengan Kaltim dan Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut.

Selain itu, sebagai salah satu bentuk dukungan Komisi Il dan sinkronisasi
terhadap upaya peningkatan pembangunan infrastruktur Bumi Saraba Kawa Tabalong,
demikian Hajj Jani.
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Catatan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

% Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

%% Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Sisa lebih perhitungan
anggaran TA sebelumnya
(SILPA)

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4. Penerimaan pinjaman daerah

5. Penerimaan kembali
pemberian pinjaman

6. Penerimaan piutang daerah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN |

| PAD
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah 1. Belanja pegawai
3. Hasil penjualan kekayaan 2. Bunga
daerah yang dipisahkan 3. Subsidi
4. Lain-lain pendapatan asli 4. Hibah
daerah yang sah 5. Bantuan sosial
DANA PERIMBANGAN 6. Belanja bagi hasil
7. Bantuan keuangan
1. Dana Bagi Hasil 8. Belanja tidak terduga
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum
LAIN - LAIN PENDAPATAN BELANJA LANGSUNG
DAERAH YANG SAH
1. Hibah tidak mengikat 1. Belanja pegawai
2. Dana darurat dari 2. Belanja barang dan jasa
pemerintah 3. Belanja modal
3. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi)
3. Pembayaran daerah hutang
4. Pemberian pinjaman
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